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Abstrak 

Penelitian ini membahas relevansi dan tantangan al-‘Urf dan al-‘Adah dalam 

konteks perkembangan fintech dan globalisasi yang pesat. Al-‘Urf, kebiasaan 

umum yang diterima dalam masyarakat, dan al-‘Adah, praktik tradisi lokal, 

berfungsi sebagai sumber hukum sekunder dalam Islam yang memberikan 

fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum syariah dengan perubahan sosial dan 

ekonomi. Kemajuan teknologi dan globalisasi telah menciptakan dinamika baru 

dalam praktik ekonomi yang tidak selalu sesuai dengan hukum Islam klasik. 

Tantangan seperti transaksi non-tunai, pinjaman peer-to-peer, dan investasi 

digital sering kali memerlukan penilaian baru melalui prinsip-prinsip al-‘Urf dan 

al-‘Adah agar tetap sejalan dengan syariah. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka untuk 

mengidentifikasi relevansi, tantangan, serta solusi penerapan al-‘Urf dan al-

‘Adah dalam konteks digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi 

lintas sektor antara ulama, akademisi, dan praktisi bisnis diperlukan untuk 

membentuk standar syariah yang adaptif. Dengan mengakui praktik-praktik baru 

yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, al-‘Urf dan al-‘Adah berpotensi 

memperkuat keadilan dan etika dalam transaksi fintech, serta mendukung 

keberlanjutan ekonomi syariah di era global.  
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Al-‘Urf and Al-‘Adah: Their Relevance and Challenges in the Formation of Islamic 

Economic Law 

Abstract 

This research discusses the relevance and challenges of al-‘Urf and al-‘Adah in 

the context of rapid fintech development and globalization. Al-‘Urf, the 

commonly accepted customs within society, and al-‘Adah, local traditional 

practices, serve as secondary sources of law in Islam that provide flexibility in 

adapting Sharia law to social and economic changes. The advancement of 

technology and globalization has created new dynamics in economic practices 

that do not always align with classical Islamic law. Challenges such as cashless 

transactions, peer-to-peer lending, and digital investments often require new 

assessments through the principles of al-‘Urf and al-‘Adah to remain by Sharia. 

This research uses a qualitative approach through interviews and literature 

studies to identify the relevance, challenges, and solutions for applying al-‘Urf 

and al-‘Adah in the digital context. The research findings indicate cross-sector 

collaboration between scholars, academics, and business practitioners is 

necessary to establish adaptive Sharia standards. By recognizing new practices 

that do not contradict Islamic principles, al-‘Urf and al-‘Adah have the potential 

to strengthen justice and ethics in fintech transactions, as well as support the 

sustainability of the sharia economy in the global era.  

Keywords: Al-‘Urf; Al-‘Adah; Fintech; Digitalization; Islamic Economic Law.

PENDAHULUAN 

Hukum ekonomi Islam 

merupakan bagian integral dari sistem 

hukum Islam yang bertujuan untuk 

mengatur aspek muamalah (transaksi) 

secara adil dan beretika. Dalam konteks 

kehidupan sosial dan ekonomi umat 

Muslim, hukum ini berfungsi untuk 

membangun hubungan yang harmonis 

antar individu dan kelompok, serta 

menjamin keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. Namun, seiring dengan 

perkembangan zaman, hukum ekonomi 

Islam dihadapkan pada berbagai 

tantangan yang memerlukan 

penyesuaian dan adaptasi (Sofyan, 

Yunus, Muslihati, Anwar, & Saidy, 

2021).  

Globalisasi dan kemajuan 

teknologi, seperti munculnya fintech 

dan perbankan digital, telah 

menciptakan dinamika baru dalam 

praktik ekonomi yang tidak selalu 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam 

yang klasik. Perubahan nilai-nilai sosial 

dan budaya di masyarakat juga 

berpotensi mengubah cara pandang 

umat Muslim terhadap penerapan 

hukum ekonomi. Oleh karena itu, 

penting untuk mempertimbangkan 

sumber hukum sekunder yang dapat 

memberikan fleksibilitas dalam 

penerapan hukum Islam, di antaranya 

adalah al-‘Urf dan al-‘Adah (Hakim, 

1994). 

Al-‘Urf, yang berarti kebiasaan 

atau praktik yang diterima secara umum 

oleh masyarakat, serta al-‘Adah yang 

berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan 

yang berulang, memiliki peran penting 

dalam pembentukan hukum ekonomi 

Islam. Keduanya memberikan ruang 

bagi penyesuaian hukum dengan 

mempertimbangkan konteks sosial dan 

budaya setempat. Dalam hal ini, al-‘Urf 

dan al-‘Adah tidak hanya berfungsi 

sebagai sumber hukum yang membantu 
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merespons kebutuhan masyarakat, 

tetapi juga sebagai alat untuk menjaga 

relevansi hukum Islam dalam 

menghadapi tantangan kontemporer 

(Taufiki, Darsyah, & Ridha, 2022). 

Penyesuaian hukum Islam di era 

digital sangat penting untuk menjaga 

relevansi dan aplikabilitasnya dalam 

menghadapi perubahan ekonomi dan 

sosial yang cepat. Kemajuan teknologi 

dan globalisasi, khususnya dalam 

bentuk fintech dan perbankan digital, 

telah mengubah cara masyarakat 

bertransaksi dan mengelola keuangan. 

Berbagai praktik baru ini, seperti 

pembayaran digital, investasi online, 

hingga layanan keuangan peer-to-peer, 

sering kali tidak secara eksplisit diatur 

dalam hukum Islam klasik karena belum 

dikenal pada masa itu. Tanpa 

penyesuaian atau reinterpretasi yang 

bijak, penerapan hukum Islam bisa 

menjadi terbatas, kurang fleksibel, atau 

bahkan tidak efektif dalam mengatasi 

kebutuhan umat Muslim modern. 

Penyesuaian hukum 

memungkinkan penerapan prinsip-

prinsip dasar syariah, seperti keadilan, 

transparansi, dan larangan riba, tetap 

terjaga dalam konteks transaksi digital. 

Selain itu, penyesuaian ini dapat 

membantu umat Muslim mengikuti 

perkembangan ekonomi modern tanpa 

harus meninggalkan prinsip-prinsip 

agama. Dalam konteks ini, al-‘Urf dan 

al-‘Adah menjadi sumber hukum 

sekunder yang dapat memberikan 

fleksibilitas dan menjembatani antara 

ketentuan syariah dengan praktik 

ekonomi kontemporer, sehingga hukum 

Islam tetap relevan dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat di era 

digital ini. 

Dengan mempertimbangkan 

relevansi al-‘Urf dan al-‘Adah dalam 

pembentukan hukum ekonomi Islam, 

penting untuk mengeksplorasi 

bagaimana kedua konsep ini dapat 

diintegrasikan dalam praktik hukum. 

Hal ini mencakup analisis terhadap 

tantangan yang mungkin muncul dalam 

penerapannya, seperti potensi konflik 

antara kebiasaan lokal dan prinsip-

prinsip syariah yang lebih umum. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai peran al-‘Urf dan 

al-‘Adah dalam pembentukan hukum 

ekonomi Islam, serta mengidentifikasi 

cara untuk mengatasi tantangan yang 

ada agar hukum Islam dapat tetap 

relevan dan responsif terhadap 

perkembangan zaman. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengadopsi 

metode kualitatif dengan pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif mendorong peneliti untuk 

mengkaji teori, konsep, atau asas hukum 

yang ada. Fokus kajian peneliti terkait 

dengan konsep al-‘Urf Al-‘Adah: 

Relevansi dan Tantangannya dalam 

Pembentukan Hukum Ekonomi Islam. 

Sumber data primer yang digunakan 

meliputi buku-buku tentang kaidah fikih 

dan ushul fiqh. Sedangkan sumber 

sekunder dalam penelitian ini terdiri 

dari wawancara dengan ahli fiqh / ulama 

kontemporer dan artikel-artikel dalam 

jurnal dan buku-buku rujukan yang 

relevan serta berhubungan dengan topik 

penelitian.  

Dalam penelitian ini, 

pengumpulan literatur dilakukan 

melalui studi pustaka, yang mencakup 
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pencarian dan pengumpulan buku, 

artikel, dan dokumen yang relevan 

mengenai al-‘Urf, al-‘Adah, serta isu-

isu terkini terkait globalisasi dan 

teknologi, khususnya fintech dan 

perbankan digital.  

Langkah pertama adalah 

mengidentifikasi sumber-sumber 

hukum sekunder dan literatur yang 

membahas interaksi antara hukum Islam 

dan dinamika ekonomi kontemporer. 

Setelah literatur terkumpul, data 

tersebut diolah dengan 

mengklasifikasikan informasi 

berdasarkan tema, seperti relevansi al-

‘Urf dan al-‘Adah, tantangan penerapan 

hukum Islam, dan perubahan nilai 

sosial.  

Langkah penganalisisan data 

dilakukan dengan mengevaluasi 

keselarasan antara temuan literatur 

dengan isu yang diangkat, serta 

menganalisis bagaimana al-‘Urf dan al-

‘Adah dapat berkontribusi dalam 

memberikan solusi atas tantangan yang 

dihadapi oleh hukum ekonomi Islam 

dalam konteks fintech dan perbankan 

digital.  

Penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan merangkum hasil analisis, 

menekankan peran al-‘Urf dan al-‘Adah 

dalam menyesuaikan hukum Islam 

dengan perkembangan zaman, serta 

merekomendasikan strategi adaptasi 

yang memungkinkan hukum Islam tetap 

relevan dalam masyarakat yang terus 

berubah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Relevansi Al-‘Urf dan Al-

‘Adah 

1. Hubungan Antara Al-‘Urf, Al-

‘Adah, Dan Prinsip-Prinsip Hukum 

Islam. 

Al-‘Urf dan al-‘Adah memiliki 

hubungan yang erat dengan prinsip-

prinsip hukum Islam, terutama dalam 

mengakomodasi perkembangan fintech 

dan dampak globalisasi. Dalam hukum 

Islam, al-‘Urf (kebiasaan umum) dan 

al-‘Adah (tradisi yang berulang) 

dianggap sebagai sumber hukum 

sekunder yang dapat membantu 

menjaga relevansi hukum Islam di 

tengah perubahan sosial dan ekonomi. 

Prinsip-prinsip dasar hukum Islam, 

seperti keadilan, transparansi, dan 

tanggung jawab, menjadi dasar dalam 

penilaian apakah suatu praktik baru 

dapat diterima atau ditolak. 

Dalam konteks fintech dan 

globalisasi, al-‘Urf dan al-‘Adah 

membantu mengadaptasi prinsip-

prinsip ini terhadap praktik ekonomi 

modern. Misalnya, jika praktik 

pembayaran digital atau peer-to-peer 

lending telah diterima luas sebagai 

kebiasaan di masyarakat dan tidak 

mengandung unsur yang dilarang 

seperti riba atau gharar, maka dapat 

diakomodasi sebagai bagian dari al-

‘Urf. Dengan cara ini, hukum Islam 

tetap fleksibel tanpa mengorbankan 

prinsip-prinsip syariah yang mendasar. 

Di era globalisasi, al-‘Urf dan 

al-‘Adah juga memungkinkan umat 

Muslim untuk tetap mengikuti 

perubahan ekonomi yang dipengaruhi 

oleh budaya global, selama praktik-

praktik tersebut memenuhi kriteria 

syariah. Ini menciptakan keseimbangan 

antara keterbukaan terhadap inovasi 

fintech dan kesetiaan terhadap nilai-
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nilai syariah. Maka, al-‘Urf dan al-

‘Adah dapat dilihat sebagai jembatan 

antara prinsip-prinsip hukum Islam dan 

praktik ekonomi global, memungkinkan 

umat Muslim untuk berpartisipasi 

dalam ekonomi modern tanpa 

mengabaikan nilai-nilai agama mereka 

(Saiin, Hajazi, Karuok, & Radiamoda, 

2023). Misalnya dalam financial 

teknologi, di zaman yang serba praktis 

membuat semua orang menggunakan 

teknologi dalam bertransaksi. Setiap 

orang tidak perlu lagi membawa uang 

cash, pembayaran bisa dilakukan non 

tunai melalui pembayaran QRIS, e 

wallet, Kartu debit dan kredit, e-money, 

internet dan m-banking, Payment Point 

Online Bank (PPOB), Virtual Account 

dan pembayaran lainnya (Bank 

Indonesia, 2020). 

Pembayaran non tunai ini 

merupakan hal kebaharuan yang belum 

ada dalam kaidah fiqh terutama dalam 

al-‘Urf dan al-‘Adah. Dr. Liantha Adam 

MH saat diwawancarai pada 25 

September 2024, menurutnya al-‘Urf 

dan al-‘Adah bisa dijadikan sumber 

hukum dalam hal globalisasi tetapi tidak 

bisa dijadikan sandaran hukum utama. 

Menurutnya fintech dan globalisasi 

merujuk pada kaidah kemaslahatan 

yaitu “Ketahuilah, mendahulukan 

sesuatu yang lebih maslahat demi 

kemaslahatan yang lebih besar, menolak 

kemafsadatan (kerusakan) karena 

adanya kemafsadatan yang lebih besar 

lagi adalah sudah menjadi tabiat dasar 

manusia...” 

Berdasarkan kaidah tersebut 

bahwa dalam memandang kemaslahatan 

secara ringkas adalah: (1) terlihat, (2) 

ada sebab yaitu timbulnya kemaslahatan 

yang lebih besar, (3) jelas perbedaannya 

antara kedua kemaslahatan tersebut, dan 

(4) dapat diukur. Tidak ada sesuatu yang 

bisa dianggap sebagai ashlah (lebih 

maslahat) tanpa pengukuran, dan 

pengukuran ini hanya ada pada 

metodologi riset (Nugraha, Syafe’i, & 

Januri, ‘Urf sebagai Metode Penentuan 

Hukum dalam Bisnis Syari’ah, 2021). 

Dengan demikian, sesuatu dianggap 

maslahat bila ada data yang menunjuk 

kepada lebih maslahatnya itu. 

2. Peran Al-‘Urf Dan Al-‘Adah Dalam 

Memperkuat Keadilan Dan Etika 

Dalam Transaksi Ekonomi. 

Al-‘Urf dan al-‘Adah 

memainkan peran penting dalam 

memperkuat keadilan dan etika dalam 

transaksi ekonomi, khususnya di era 

fintech dan globalisasi. Sebagai sumber 

hukum sekunder dalam Islam, al-‘Urf 

(kebiasaan yang diterima) dan al-‘Adah 

(tradisi lokal yang berulang) berfungsi 

untuk menyesuaikan hukum Islam 

dengan praktik yang berkembang di 

masyarakat, asalkan praktik tersebut 

tidak bertentangan dengan syariah 

(Wandi, 2018). Dengan demikian, 

keduanya menyediakan fleksibilitas 

yang memungkinkan hukum Islam tetap 

relevan dan responsif terhadap 

perubahan tanpa mengabaikan prinsip 

keadilan dan etika. 

Dalam konteks fintech, al-‘Urf 

dan al-‘Adah membantu 

mengakomodasi kebiasaan baru seperti 

transaksi digital, pembayaran 

elektronik, dan platform pinjaman 

online, asalkan tidak melibatkan riba, 

gharar (ketidakpastian), atau aktivitas 

yang merugikan. Ketika praktik-praktik 

ini dianggap bagian dari al-‘Urf dan 

diterima oleh masyarakat luas, hukum 

Islam dapat mengadaptasinya, sehingga 

memberikan ruang bagi inovasi 

teknologi sambil tetap memastikan 

transaksi dilakukan secara adil dan 

transparan. 
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Selain itu, dalam ekonomi 

global yang sering kali didominasi oleh 

budaya dan kebiasaan Barat, al-‘Urf dan 

al-‘Adah berfungsi sebagai alat evaluasi 

untuk menilai praktik baru berdasarkan 

perspektif Islam, menjaga umat Muslim 

dari praktik-praktik yang mungkin tidak 

etis atau bertentangan dengan syariah 

(Maulana, Kania, & Kusmayanti, 2024). 

Dengan cara ini, al-‘Urf dan al-‘Adah 

tidak hanya memudahkan penerapan 

prinsip keadilan dalam transaksi 

ekonomi, tetapi juga memperkuat etika 

bisnis dan akuntabilitas yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. Peran ini 

sangat penting dalam membangun 

sistem ekonomi yang adil, etis, dan 

berkelanjutan, terutama ketika 

menghadapi tantangan fintech dan 

globalisasi. 

Menurut Ainiah, Lc., M.E saat 

diwawancarai pada tanggal 25 Oktober 

2024, terkait Peran Al-‘Urf Dan Al-

‘Adah Dalam Memperkuat Keadilan 

Dan Etika Dalam Transaksi Ekonomi 

yaitu keadilan tercipta karena 

kesepakan kedua belah pihak yaitu 

adanya kaidah “An-taradhin minkum” 

suka sama suka atau rela sama rela 

terhadap transaksi pembayaran yang 

dilakukan. Penjual menyediakan 

berbagai pembayaran baik tunai 

maupun non tunai, sehingga pembeli 

bisa menentukan mana yang sesuai 

dengan kebiasaannya. Selagi ada 

maslahat didalamnya maka dalam jual 

beli diperbolehkan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya. Hal ini 

didukung hadis yang diriwayatkan oleh 

Abu Sa'id Al-Khudri, yang artinya 

"Sesungguhnya jual beli itu harus 

dilakukan suka sama suka". Apabila 

terjadi suka sama suka, rela sama rela 

dan ridho sama ridho didalam transaksi 

makanya disitulah terjadi keadilan 

dalam ekonomi. 

Dengan demikian, penerapan al-

‘Urf dan al-‘Adah dalam transaksi 

ekonomi khusunya dalam fintech dan 

globalisasi mendorong terciptanya 

lingkungan bisnis yang beretika, di 

mana prinsip-prinsip keadilan, 

transparansi, dan tanggung jawab sosial 

dapat terwujud, serta mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan bermanfaat bagi 

semua pihak. 

3. Contoh Penerapan Al-‘Urf Dan Al-

‘Adah Dalam Konteks Hukum 

Ekonomi Syariah 

Penerapan al-‘Urf dan al-‘Adah 

dalam konteks hukum ekonomi syariah 

dapat dilihat dalam berbagai praktik 

kegiatan ekonomi yang berusaha 

mengintegrasikan kebiasaan lokal 

dengan prinsip-prinsip syariah. Di 

Indonesia sendiri telah berkembang 

fintech dan globalisasi yang sangat 

pesat, seperti perbankan digital, 

investasi digital, digital Payment 

System, Market Comparison dan lain 

sebagainya.  

Menurut Dr. Early Ridho 

Kismawadi, M.E yang diwawancarai 

pada tanggal 26 Oktober 2024 ia 

menyatakan bahwa  dalam penerapan 

layanan fintech seperti e-wallet, 

pinjaman peer-to-peer, atau investasi 

digital, hukum Islam dapat melihat 

praktik ini melalui lensa al-‘Urf jika 

mereka telah menjadi kebiasaan umum 

yang diterima oleh masyarakat luas. 

Namun, syarat utamanya adalah bahwa 

layanan ini harus memenuhi kaidah 

syariah. Pandangan ini memungkinkan 

hukum Islam untuk tetap dinamis, tanpa 

mengorbankan prinsip-prinsip dasar, 

dan relevan dalam dunia yang semakin 

terintegrasi secara global dan 

terdigitalisasi. 
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Tantangan Kontemporer dalam 

Penerapan 

Penerapan al-‘Urf dan al-‘Adah 

dalam konteks fintech dan globalisasi 

menghadapi beberapa tantangan 

kontemporer yang cukup kompleks. 

Pertama, digitalisasi dan globalisasi 

menciptakan kebiasaan baru yang terus 

berubah, sehingga sulit menetapkan 

suatu praktik sebagai al-‘Urf atau al-

‘Adah yang stabil dan diterima umum. 

Misalnya, perkembangan teknologi 

yang cepat dalam layanan fintech, 

seperti peer-to-peer lending atau 

investasi kripto, menimbulkan keraguan 

mengenai apakah praktik tersebut cukup 

mapan dan umum untuk diakui sebagai 

al-‘Urf. 

Kedua, kebiasaan global tidak 

selalu sejalan dengan prinsip-prinsip 

syariah. Beberapa layanan fintech, 

meskipun populer, melibatkan praktik 

yang dianggap tidak sesuai dengan 

hukum Islam, seperti bunga atau 

ketidakpastian (gharar), yang 

menimbulkan dilema dalam 

mengadopsi al-‘Urf pada skala 

internasional. Tantangan ini semakin 

besar di era globalisasi di mana budaya 

dan praktik Barat sering kali 

mendominasi ekonomi digital dan 

memengaruhi standar global, yang 

mungkin bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

Ketiga, kurangnya standar 

hukum yang seragam dalam merespons 

praktik fintech berbasis al-‘Urf di 

berbagai negara membuat penerapan 

prinsip ini dalam fintech dan globalisasi 

semakin rumit. Sebagai contoh, 

interpretasi al-‘Urf di negara mayoritas 

Muslim mungkin berbeda dengan 

negara lain, sehingga diperlukan 

kerangka kerja yang fleksibel namun 

tetap sesuai dengan syariah. 

Keempat, tantangan dalam 

mengintegrasikan perspektif para 

ulama, akademisi, dan praktisi bisnis di 

berbagai belahan dunia juga menjadi 

kendala tersendiri. Kerja sama lintas 

sektor dan negara menjadi sangat 

penting untuk menghasilkan panduan 

syariah yang adaptif namun tetap 

memegang prinsip dasar Islam. Dengan 

demikian, tantangan-tantangan ini 

menuntut upaya kolaboratif dan inovatif 

untuk menjaga relevansi dan penerapan 

hukum Islam dalam menghadapi 

dinamika fintech dan globalisasi. 

Dampak Digitalisasi Dan Globalisasi 

Terhadap Praktik Al-‘Urf Dan Al-

‘Adah. 

Dampak digitalisasi dan 

globalisasi terhadap praktik al-‘Urf dan 

al-‘Adah sangat signifikan, mengingat 

kedua fenomena tersebut telah 

mengubah cara masyarakat berinteraksi 

dan melakukan transaksi ekonomi 

(Nugraha, Aziz, & Huda, ‘Urf: 

Medinan’s Tradition as a Shari'a 

Business Law, 2023). Digitalisasi, 

melalui kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi, telah memperkenalkan 

platform-platform baru untuk berbisnis, 

seperti e-commerce, yang tidak hanya 

mempermudah akses pasar tetapi juga 

mengubah cara konsumen dan produsen 

bertransaksi.  

Dalam konteks ini, al-‘Urf yang 

berkaitan dengan kebiasaan lokal dalam 

berbisnis mungkin mengalami 

perubahan, karena konsumen kini 

memiliki akses ke produk dan layanan 

dari berbagai belahan dunia, yang dapat 

menggeser preferensi dan kebiasaan 

yang sebelumnya ada (Rizhan, 2024). 

Di sisi lain, globalisasi telah 

menciptakan interaksi budaya yang 

lebih luas, di mana nilai-nilai dan 

praktik dari berbagai budaya saling 
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mempengaruhi. Ini dapat menyebabkan 

konflik antara tradisi lokal dan norma-

norma internasional yang diterapkan, 

sehingga al-‘Urf dan al-‘Adah harus 

beradaptasi untuk tetap relevan.  

Sebagai contoh, praktik-praktik 

yang diterima di satu negara mungkin 

tidak dapat diterima di negara lain 

karena perbedaan budaya dan hukum. 

Dengan demikian, tantangan bagi 

masyarakat Muslim adalah bagaimana 

menjaga esensi dari al-‘Urf dan al-

‘Adah sambil beradaptasi dengan 

perubahan yang dibawa oleh digitalisasi 

dan globalisasi. Dalam konteks ini, 

peran para ulama dan pembuat 

kebijakan sangat penting untuk 

menciptakan kerangka hukum yang 

fleksibel dan responsif, yang dapat 

mengakomodasi praktik-praktik baru 

tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 

syariah dan nilai-nilai lokal yang telah 

ada. 

Solusi dan Rekomendasi 

Untuk mengatasi tantangan 

penerapan al-‘Urf dan al-‘Adah dalam 

fintech dan globalisasi, diperlukan 

beberapa solusi dan rekomendasi 

sebagai berikut: 

Pengembangan Standar Syariah 

Global: Membentuk standar syariah 

yang seragam untuk layanan fintech di 

berbagai negara akan membantu 

menyelaraskan praktik ekonomi Islam 

secara global. Standar ini dapat 

diinisiasi oleh organisasi internasional 

seperti AAOIFI (Accounting and 

Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions) atau OIC 

(Organisation of Islamic Cooperation) 

agar al-‘Urf yang diakui tetap konsisten 

dan sesuai dengan prinsip syariah. 

Fatwa dan Ijtihad Kontemporer: 

Diperlukan upaya ijtihad baru dan fatwa 

yang dinamis oleh para ulama dan ahli 

hukum Islam untuk menilai kebiasaan 

dan praktik ekonomi baru dalam fintech 

yang diterima masyarakat luas. 

Pengakuan kebiasaan digital yang 

sesuai syariah, seperti transaksi non-

tunai atau layanan e-wallet, dapat 

memberikan ruang bagi hukum Islam 

untuk tetap relevan dan sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

Kolaborasi Lintas Sektor: 

Kerjasama antara ulama, akademisi, 

praktisi bisnis, dan regulator sangat 

penting untuk memahami bagaimana 

prinsip al-‘Urf dan al-‘Adah dapat 

diterapkan pada praktik fintech yang 

sesuai dengan kebutuhan pasar lokal 

maupun global. Dialog antar sektor ini 

membantu membentuk regulasi yang 

adaptif dan memenuhi kebutuhan umat 

Muslim di era digital. 

Peningkatan Literasi Keuangan 

Syariah: Meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang layanan fintech 

syariah melalui pendidikan dan 

kampanye literasi keuangan yang 

berbasis syariah akan membantu 

mereka memahami batasan dan prinsip-

prinsip syariah yang harus dipatuhi, 

sehingga mengurangi potensi 

penyimpangan dalam penggunaan 

teknologi finansial. 

Adaptasi Teknologi Berbasis 

Syariah: Mengembangkan teknologi 

finansial yang sudah sesuai syariah, 

seperti layanan peer-to-peer lending 

tanpa bunga atau investasi halal berbasis 

blockchain, dapat menjadi alternatif 

yang sesuai dengan nilai Islam. Dengan 

menawarkan solusi teknologi yang 

selaras dengan prinsip al-‘Urf, umat 

Muslim dapat tetap berpartisipasi dalam 

ekonomi digital tanpa mengorbankan 

nilai-nilai syariah. 

Evaluasi dan Peninjauan 

Berkala: Menerapkan sistem evaluasi 

dan peninjauan berkala untuk 
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memastikan bahwa praktik fintech yang 

diakui sebagai al-‘Urf terus memenuhi 

prinsip syariah. Dengan cara ini, 

fleksibilitas al-‘Urf dan al-‘Adah dapat 

dikelola secara berkelanjutan dan tetap 

relevan di tengah perubahan yang cepat. 

Melalui langkah-langkah ini, 

diharapkan al-‘Urf dan al-‘Adah dapat 

berfungsi sebagai jembatan yang 

memungkinkan hukum Islam untuk 

terus berkembang, memberikan solusi 

yang etis dan relevan bagi umat Muslim, 

serta mendukung pertumbuhan 

ekonomi syariah yang inklusif di era 

globalisasi dan digitalisasi. 

KESIMPULAN  

Al-‘Urf dan al-‘Adah memiliki 

peran penting dalam menyesuaikan 

hukum Islam dengan perkembangan 

fintech dan globalisasi. Sebagai sumber 

hukum sekunder, keduanya 

memberikan fleksibilitas bagi hukum 

Islam untuk tetap relevan di tengah 

perubahan teknologi dan ekonomi yang 

pesat. Meskipun fintech dan globalisasi 

menghadirkan tantangan, seperti 

praktik-praktik baru yang tidak sesuai 

dengan prinsip syariah atau perubahan 

kebiasaan masyarakat yang sangat 

cepat, al-‘Urf dan al-‘Adah 

memungkinkan hukum Islam untuk 

mengakomodasi perubahan ini, selama 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

dasar Islam. 

Agar penerapan al-‘Urf dan al-

‘Adah efektif, diperlukan pendekatan 

kolaboratif antara ulama, akademisi, 

dan praktisi bisnis untuk menetapkan 

standar syariah yang adaptif. Selain itu, 

pengembangan regulasi yang responsif 

dan pemahaman masyarakat yang lebih 

baik tentang keuangan syariah menjadi 

kunci untuk memastikan praktik fintech 

tetap sesuai dengan prinsip Islam. 

Dengan demikian, al-‘Urf dan al-‘Adah 

dapat berfungsi sebagai landasan 

fleksibel yang memperkuat keadilan, 

etika, dan keberlanjutan dalam ekonomi 

syariah di era digital.   
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